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A B S T R A K 

Tujuan penelitian ini yakni menganalisis kewenangan pemerintah 
dalam mengatur penguasaan hak atas tanah. Penelitian ini tergolong 
ke dalam penelitian hukum empiris dengan sifatnya deskriptif analisis. 
Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni pegawai kantor 
pemerintah daerah kabupaten. Pengumpulan data dalam penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. 
Data penelitian yang digunakan adalah dаtа primer dan sekunder. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif 
yaitu mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Dari data 
tersebut kemudian dilakukan analisis data untuk permasalahan yang 
terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur penguasaan 
hak stas tanah dalam bentuk memberikan fasilitas tentang semua 
kebutuhan yang berhubungan dengan penguasaan tanah, memberikan 
pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian, penentuan jalur 
hijau, dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta 
pengawasan terhadap developer yang berkaitan dengan pemberian Ijin 
Membuat Bangunan (IMB) dan pengawasan terhadap fasilitas umum. 
Bentuk pemberian ganti rugi hak atas tanah yang diberikan oleh 
pemerintah jika hak atas tanah tersebut diambil untuk kepentingan 
umum adalah pemberian ganti kerugian terhadap lahan-lahan yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum dapat berupa uang. 
 

 A B S T R A C T 

This study aims to analyze the authority of the Government in regulating the Control of Land Rights. 
This research is classified as empirical law research with descriptive analysis. The subjects involved in 
this study were employees of the District Government Office. Data collection in the study was carried 
out using observation and interview methods. Where the research data used are primary and secondary 
data. The data obtained were then analyzed by qualitative descriptive analysis, namely the researcher 
described the data obtained in the field, from the data then analyzed for the problems contained in the 
problem formulation. The results showed that the local government has the authority to regulate the 
Control of Land Rights in the form of providing facilities regarding all needs related to land tenure, 
providing supervision over the conversion of agricultural land functions, determining the green line and 
establishing Sustainable Food Agricultural Land, as well as Supervision of Developers. relating to the 
granting of Building Permits (IMB) and Supervision of public facilities. The form of compensation for land 
rights granted by the government if the land rights are taken for the public interest is the provision of 
compensation for land used for public interest, which can be in the form of money. 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 Pelaksanaan demokrasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di 
berbagai daerah (Huda & Heryansyah, 2019; Sufianto, 2020). Daerah menginginkan agar pemerintah pusat 
menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonom atau otonomi daerah. 
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” yang artinya sendiri dan “nomos” yang artinya 
peraturan (Bunga, 2020; Christia & Ispriyarso, 2019; Fauzi, 2019).  Otonomi berarti peraturan sendiri atau 
undang-undang sendiri, yang kemudian berkembang pengertiannya menjadi menjalankan pemerintahan 
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sendiri (Kokotiasa, 2021). Otonomi daerah merupakan suatu wewenang untuk menyelenggarakan 
pemerintahan sendiiri (local self government) yang memiliki dua unsur utama,  yaitu mengatur (rules 
making, regeling) dan mengurus (rules application, bestuur) (Namlis, 2018)(Sarimole, 2020; Sesung & Hadi, 
2021). Pada tingkat makro (negara) kedua wewenang itu lazim disebut sebagai wewenang membentuk 
kebijakan (policy making) dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan (policy executing) (Fitri, 2018; 
Umar, 2021; Widhiasa et al., 2020). Oleh karena itu, dengan pembentukan daerah otonom  mengandung 
makna penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus oleh local government (Kholik, 2020). 
Dengan demikian, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (Latjandu, 2019; Ramli, 2020). 

Melalui kebijakan otonomi daerah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
(Diansyah et al., 2019; Jabarudin & Karmila, 2022). Dengan demikian, maka dekonsentrasi tidak diatur 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan 
pusat melekat kewenangan Pemerintah Pusat (Kontu, 2019; Wibowo & Mariyam, 2020). Gubernur sebagai 
kepala daerah provinsi yang menjadi wakil pemerintahan pusat di daerah menerima sebagian pelimpahan 
kewenangan pemerintahan pusat dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi 
(Kurnia, 2022). Hal ini berarti bahwa pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat 
(Jorawati, 2017; Purnamawati, 2021). Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dimaksud 
adalah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pertanahan, moneter, yustisi,  dan agama. Salah 
satu hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yakni hak atas pengelolaan pertanahan. Negara 
Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur penguasaan hak atas tanah sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 2 angka 4 bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan 
kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah (Aji et al., 
2021; Wibowo & Mariyam, 2020). Artinya, penguasaan tanah yang ada didaerah-daerah dapat dikuasai oleh 
pemerintah daerah, sebagai amanat dari negara. Hanya saja hak otonomi atas pertanahan menimbulkan 
ketidak jelasan apabila dikaitkan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan sandaran Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam undang-undang ini tidak disebutkan tentang 
kemungkinan penyerahan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada pemerintah 
daerah, tetapi justru harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Selain itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang 
berdasarkan asas desentralisasi, pemerintahan daerah melakukan urusan penyelenggaraan rumah tangga 
sendiri telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.  

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangga 
daerahnya sendiri, termasuk urusan dibidang pertanahan. Urusan di bidang pertanahan merupakan salah 
satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan skala setiap daerah. Hanya saja kenyataan di lapangan 
menunjukkan bahwa tidak semua pemerintah daerah mampu memahami tugas dan kewajiban atas hak 
otonomi pertanahan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan di pemerintah daerah 
Kabupaten Buleleng. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buleleng belum 
terlihat kewajiban yang dilakukan, khususnya mengenai pelayanan pertanahan kepada masyarakat, baik 
mengenai tanah pertanian maupun mengenai tanah-tanah nonpertanian, seperti perumahan, industri dan 
sebagainya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa instansi 
pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Kontu, 2019). Hasil penelitian selanjutnya juga 
mengungkapkan bahwa penyelenggara fungsi pemerintahan, yang mempunyai kewenangan dalam 
tugasnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan di bidang pertanahan harus berdasar pada 
peraturan perundang-undangan dan juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
(AUPB) sesuai undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Yunior, 2019). 
Penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa prosedur penentuan penetapan tanah hak ulayat dalam 
peraturan daerah tetap mengacu pada pedoman penyusunan peraturan daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hal yang penting bahwa dalam setiap pembuatan produk 
hukum daerah idealnya melampirkan naskah akademik yang akan mampu menjelaskan mengenai materi 
muatan rancangan peraturan daerah, termasuk kerangka pikir serta tujuan adanya peraturan daerah 
tersebut (Jabarudin & Karmila, 2022). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikatakan 
bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap pengelolaan hak pertanahan, yang harus 
disesuaikan dengan peraturan yang telah disediakan. Hanya saja pada penelitian sebelumnya belum 
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terdapat kajian mengenai pengatuaran penguasaan hak atas tanah (studi di kantor pemerintah daerah 
Kabupaten Buleleng). Oelh karean itu,penelitian ini difokuskan pada kajian tersebut dengan tujuan untuk 
mengetahui kewenangan  Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penguasaan hak atas tanah. 

 

2. METODE 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 
konsep utamanya adalah menggali data lapangan yang memerlukan lokasi penelitian. Penelitian ini 
difokuskan pada pengujian kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengaturan penguasaan hak atas 
tanah. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni pegawai Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten 
Buleleng. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Data penelitian yang digunakan adalah dаtа primer dan sekunder. Data primer, yаitu dаtа yаng 
diperoleh melаlui hаsil wаwаncаrа kepada para responden di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder 
merupakan dаtа-dаtа yаng diperoleh dаri beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 
Data tersebut diperoleh dari Perpustаkааn Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dаn Perpustаkааn 
Umum. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu 
mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan.  Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis 
untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat dua temuan utama dalam penelitian. 

Temuan pertama berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan  pemerintah Kabupaten Buleleng dalam 
mengatur penguasaan hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang dilakukan 
dalam hal pelayanan pertanahan, secara teknis menjadi kewenangan yang didelegasikan kepada Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Buleleng. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Kepala Bidang Pertanahan pada kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan I Ketut Suastika bahwa bidang pertanahan mempunyai tugas dan fungsi untuk memfasilitasi 
dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan,dan pengaturan  bidang pertanahan, 
memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pertanahan sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian ijin penggunaan pemanfaatan tanah  
dalam satu daerah kabupaten, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan  kegiatan survey, 
pengukuran dan pemetaan pertanahan, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan 
kegiatan administrasi pertanahan, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa 
tanah garapan dalam daerah kabupaten, melaksanakan koordinasi da memfasilitasi program tanah obyek 
reforma agraria dalam daerah kabupaten, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan 
pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi 
penetapan tanah ulayat dalam daerah kabupaten, serta bertugas untuk memfasilitasi dan melaksanakan 
koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten.  

Di samping itu lebih lanjut dikemukakan juga bahwa ruang lingkup yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Buleleng  meliputi: memfasilitasi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan Tanah (P4T), memfasilitasi pemanfaatan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, 
memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, serta memfasilitasi pendataan tanah ulayat. Sengketa 
yang sering terjadi bahwa sebidang tanah yang telah ditetapkan sebagai jalur hijau, namun tanah tersebut 
telah bersertifikat dengan status perumahan, sehingga sering terjadi  konflik antara pemegng sertipikat dan 
Pemerintah Daerah Buleleng. Untuk itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan I Ketut 
Suastika menyikapi dengan cara memberikan peringatan tertulis, memberikan sanksi berupa pembatasan 
kegiatan pembangunan, penghentian sementara dan pembekuan ijin membuat bangunan (IMB), 
pencabutan IMB, dan pemberian perintah pembongkaran pemilik bangunan, pembongkaran oleh 
pemerintah dalam hal pemilik bangunan gedung, serta pemberian sanksi denda dalam hal pembongkaran. 

Demikian juga  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyatakan bahwa  jika 
terjadi permasalahan antara developer dengan konsumen, tentang fasilitas umum, misalnya setelah 
pembangunan diserahkan oleh developer kepada konsumen, ternyata fasilitas umum tidak ditindaklanjuti. 
Dalam hal ini, pihak Perkimta belum memberikan sanksi mengingat belum ada undang-undang yang 
mengatur untuk itu. Jika fasilitas umum berupa jalan, maka masalah ini diserahkan kepada pemerintah 
daerah. Apabila fasilitas jalan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, maka fasilitas jalan tersebut 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.  Jika belum diserahkan, maka  fasilitas jalan tetap menjadi 
tanggung jawab developer. 
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Memerhatikan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pertanahan tersebut di atas, 
maka kewenangan Pemerintah Daerah Buleleng dalam melaksanakan pelayanan pertanahan hanya sebatas 
memfasilitasi,  belum kelihatan pelayanannya terkait dengan pertanahan. Sedangkan menurut Kepala Dinas 
Pekerjaan Umum  dan Tata Ruang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Buleleng adalah 
pemberian ijin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian 
sengketa tanah garapan, penyelesaikan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 
penetapan subjek dan objek retribusi tanah, serta  ganti kerugian kelebihan tanah maksimum dan tanah 
absentee, penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah 
kosong, pemberian ijin membuka tanah, serta perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten kota. Dari 
kedua instansi yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah daerah Buleleng, masing-masing mempunyai 
tugas dan wewenang yang saling melengkapi sesuai dengan bidangnya, sehingga kewenangan yang dimiliki 
Pemerintah Daerah Buleleng terkait dengan pelayanan pertanahan di samping memfasilitasi sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, juga mempunyai 
kewenangan untuk memberikan ijin dan termasuk memberikan ganti kerugian serta santunan terhadap 
tanah yang dipergunakan untuk pembangunan. Termasuk meretribusi tanah, ganti kerugian kelebihan 
tanah maksimum, juga tanah absentee, sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang  Nomor 56 Prp 
Tahun 1960 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.  Ganti kerugian yang dimaksud 
adalah tanah-tanah yang menjadi obyek landreform sesuai dengan ketentuan Pasal  1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 224 Tahun 1961 yaitu tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan landreform akan dibagikan 
menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Ruang lingkup pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  juga Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
serta Bagian Hukum sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
memiliki tugas dalam pemberian ijin, penerbitan ijin, penyelesaian sengketa tanah, penetapan subjek dan 
objek retribusi, perencanaan penggunaan tanah. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, juga 
memberikan pelayanan dalam hal penerbitan sertifikat, pelayanan informasi ruang, dan pertimbangan 
teknis pertanahan di Kabupaten Buleleng. Dinas Perumahan, Kawassan Permukiman dan Pertanahan  
mengemukankan bahwa pelayanan yang diberikan  berupa memfasilitasi  sebagaimana disebutkan di atas. 
Selanjutnya Kepala Bagian Hukum mengemukakan bahwa Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah 
Buleleng menyikapi hal itu, yaitu sifatnya menyerahkan kepada dinas yang membidanginya yaitu Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  Temuan 
kedua pada penelitian berkaitan dengan bentuk pemberian ganti rugi  hak atas tanah yang yang diberikan 
oleh pemerintah Kabupaten Buleleng apabila hak atas tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan 
umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pemberian ganti gugi disesuaikan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum. Hal ini berarti bahwa  pemerintah daerah memberikan ganti kerugian atas tanah yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum berdasar pada konstitusi, bukan berdasarkan kemampuan daerah. 
Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengemukakan bahwa penentuan ganti kerugian 
bergantung pada penilaian publik (appraisal).  

 
Pembahasan  

Pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur berbagai urusan daerah sesuai dengan 
ketentuan dan peraturan yang telah berlaku (Jabarudin & Karmila, 2022; Widhiasa et al., 2020). Salah satu 
hak otonomi yang dimiliki yakni hak untuk mengelola masalah pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penguasaan hak atas tanah 
adalah dalam bentuk memberikan fasilitas tentang semua kebutuhan yang berhubungan dengan 
penguasaan tanah, yang dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga berwenang untuk memberikan pengawasan 
terhadap alih fungsi lahan pertanian, penentuan jalur hijau, dan menetapkan lahan pertanian pangan 
pangan berkelanjutan, serta pengawasan terhadap developer yang berkaitan dengan pemberian Ijin 
Membuat Bangunan (IMB)  dan pengawasan terhadap fasilitas umum. Hal ini berarti bahwa pemerintah 
daerah memiliki kewenangan untuk mengurus, sebagai urusan rumah tangganya sendiri, termasuk urusan 
di bidang pertanahan, dan urusan dibidang pertanahan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh 
pemerintah daerah (Aji et al., 2021; Dwiyansany & Wardhani, 2019). 

Secara yuridis, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur bidang pertanahan di seluruh 
wilayah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar 
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kemakmuran rakyat (Hasiah, 2020; Siagian, 2021; Subekti, 2016). Hal ini menandakan bahwa setiap 
masyarakat memiliki hak atas tanah, yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan 
dan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya, seperti mendirikan bangunan, hak atas tanah 
untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan (Narindra et al., 2020). Penggunaan 
serta pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan peraturan pemerintahan yang telah dirancang.  

Pemberian ganti rugi atas hak atas tanah yang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng 
apabila hak atas tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan dengan pemberian ganti 
kerugian terhadap lahan-lahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dapat berupa uang, tanah 
pengganti dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemegang hak atas 
tanah yang terkena. Pembangunan untuk kepentingan umum, serta penentuan jumlah pemberian ganti 
kerugian terhadap lahan yang dipergunakan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, bergantung 
pada penilaian publik (Appraisal) (Kumalasari & Sudiarta, 2020). Peraturan dasar pokok-pokok agraria 
yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, 
termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang 
(Prabandari et al., 2021). Pemberian ganti rugi kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Lubis, 2019). 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang juga 
mengungkapkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 
Republik Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Kontu, 2019). Hasil penelitian 
selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penyelenggara fungsi pemerintahan, yang mempunyai 
kewenangan dalam tugasnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan di bidang pertanahan harus 
berdasar pada peraturan perundang-undangan dan juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum 
Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Yunior, 2019). Penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa prosedur penentuan 
penetapan tanah hak ulayat dalam peraturan daerah tetap mengacu pada pedoman penyusunan peraturan 
daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana salah satu hal yang penting bahwa 
dalam setiap pembuatan produk hukum daerah idealnya melampirkan naskah akademik yang akan mampu 
menjelaskan mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah, termasuk kerangka pikir serta tujuan 
adanya peraturan daerah tersebut (Jabarudin & Karmila, 2022). Dengan demikian,  berdasarkan beberapa 
hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan terhadap 
pengelolaan hak pertanahan yang harus disesuaikan dengan peraturan yang telah disediakan. 

 

4. SIMPULAN 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengatur penguasaan hak atas tanah 
adalah dalam bentuk memberikan fasilitas tentang semua kebutuhan yang berhubungan dengan 
penguasaan tanah, yang dikoordinir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga berwenang untuk memberikan pengawasan 
terhadap alih fungsi lahan pertanian, penentuan jalur hijau dan menetapkan lahan pertanian pangan 
pangan berkelanjutan, serta pengawasan terhadap developer yang berkaitan dengan pemberian Ijin 
Membuat Bangunan (IMB), dan pengawasan terhadap fasilitas umum. Bentuk pemberian ganti rugi hak atas 
tanah yang diberikan  oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.  Jika hak atas tanah tersebut diambil untuk 
kepentingan umum, maka pemberian ganti kerugian terhadap lahan-lahan yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum dapat berupa uang,  tanah pengganti, dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan antara 
pemerintah daerah dan pemegang hak atas tanah yang terkena. Pembangunan untuk kepentingan umum. 
Penentuan jumlah pemberian ganti kerugian terhadap lahan yang dipergunakan sebagai pembangunan 
untuk kepentingan umum, bergantung pada penilaian publik (appraisal). 
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